
 
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh 

dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1.  Implementasi kebijakan PATEN dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo, baik perencanaan, 

pelaksanaan dan monev pada umumnya telah dilakukan dengan baik. Namun 

masih terdapat kendala seperti terbatasnya ruangan kerja , SDM aparatur yang 

sering ditemui saat pelayanan hanya sedikit (dua, tiga orang), dan prasarana 

perkantoran yang masih kurang (computer dan internet).  

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Sistem 

PATEN dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Dungigi 

Kota Gorontalo, yang meliputi : Mentality, System, Networking, berdasarkan 

hasil penelitian pada umumnya belum terpenuhi sesuai dengan harapan dari 

tujuan sistem PATEN itu sendiri. 

1.2 SARAN  

Mengingat kebijakan sistem PATEN adalah program pemerintah yang 

harus dijabarkan oleh kantor kecamatan sebagai perpanjangan pemerintah daerah 



 
 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi 

perizinan dan non perizinan, maka peneliti menyarankan : 

1. Konsisten dengan strategi yang dibuat agar capaian terhadap visi dan misi 

Kantor kecamatan dapat diwujudkan, serta dapat menerapkan Reward dan 

Punnishment. 

2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti 

mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi aturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan sistem PATEN, bahkan melakukan studi banding ke daerah 

/ kabupaten/ kota/ provinsi, yang dalam pelaksanaan pelayanan kecamatan 

sudah baik dan maju serta memenuhi harapan yang dibutuhkan masyarakat.  

3. Penting untuk meningkatkan mutu pelayanan, agar masyarakat terlayani 

dengan baik. 

4. Dapat menambah dan memenuhi sarana prasarana dalam kemudahan 

pelayanan disarankan untuk melengkapi kantor kecamatan dengan Sistem 

Pelayanan Informasi . 

5. Sebaiknya pada Kantor Kecamatan Dungingi ada papan alur pelayanan serta 

persyaratan pengajuan berkas-berkas PATEN. 
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